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ABSTRAK

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan perkotaan merupakan salah
satu sumber penerimaan daerah yang harus dikelola berdasarkan
prinsip keadilan, kepastian hukum, kemanfaatan, dan kesejahteraan
masyarakat guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan
pembangunan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Pancasila dan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam
pelaksanaan pemungutan pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan masih terdapat keterlambatan pembayaran yang
disebabkan oleh faktor ekonomi, kurangnya pemahaman perpajakan,
serta keadaan tertentu lainnya yang memengaruhi pemenuhan
kewajiban perpajakan secara tepat waktu, termasuk dampak pasca
bencana hidrometeorologi, sehingga diperlukan pemberian relaksasil
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan untuk
meringankan beban masyarakat, mendorong pemutakhiran data
objek dan subjek pajak, serta meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak
sebagai langkah strategis guna mempercepat pencapaian target
penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
Tahun 2026 berdasarkan ketentuan Pasal 110 ganun Kabupaten Aceh
Utara Nomor 1 Tahun, 2024 tentang pajak Kabupaten dan Retribusi
Kabupaten, Bupati dapat memberikan pembebasan sanksi Pajak

DASAR HUKUM

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah

2. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketenfuan
Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

4. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak
Kabupaten dan Retribusi Kabupaten sebagaimana telah diubah
dengan Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 4 Tahun 2025
tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 1
Tahun 2024 tentang Pajak Kabupaten dan Retribusi Kabupaten
Daerah Kabupaten Aceh Utara

MATERI YANG DIATUR Tatacara Pemberian Pembebasan Sanksi Administratif Dan
Pembayaran
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‘JUMLAH PASAL/BAB

|11 Pasal 6 BAB

‘JUMLAH HALAMAN

HG Halaman Batang Tubuh

[PENJELASAN
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